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Diplomacy is how to gain political or economic cooperation with other actors of international 
relations for any national interest purpose. In the modern era, diplomacy has their own form for 
specific matter and context of bilateral relations. Today's bilateral relations are cannot be defined to 
be just by state relationship with, but local government can become an actor by itself without the 
state. Paradiplomacy became a solution for inter-local cooperation after cold war era, and the 
evolution of paradiplomacy make the scope became wider in several sectors. It is just because the 
scope of this type of diplomacy is focussed on sub-state level and gives freedom to sub-states to 
determine their regional policies more freely. Paradiplomacy concept more specifically can be refers 
to sister-city, which means to become a powerful tool for capacity building, learning, economic, and 
social development in developing countries. Surabaya (Indonesian) and Busan (South Korea) are 
the example of paradiplomacy between developing state and developed state with local-regional 
focus. Tourism is one of the other sectors of cooperation between those states and have a spillover 
effect over culture exchange and also in society sector. 
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Diplomasi merupakan cara bagaimana menjalin kerjasama politik dan ekonomi dengan aktor 
internasional lainnya untuk mencapai segala kepentingan nasional. Di era modern, diplomasi 
memiliki bentuk tersendiri untuk masalah yang lebih spesifik dan konteks hubungan bilateral. Di 
era sekarang diplomasi tidak dapat diartikan sebagai hubungan antar negara saja, melainkan 
pemerintahan lokal dapat menjadi aktor tersendiri tanpa negara. Paradiplomasi menjadi solusi 
bagi kerjasama antar pemerintah lokal setelah perang dingin, dan evolusi dari paradiplomasi 
membuat lingkup pembahasan menjadi lebih luas dalam beberapa sektor. Hal tersebut dikarenakan 
lingkup pembahasan dari diplomasi ini berfokus pada tingkat sub-negara dan memberikan 
kebebasan bagi sub-negara untuk menentukan kebijakan wilayah lebih bebas. Konsep 
paradiplomasi secara spesifik dapat merujuk ke sister-city yang berarti dapat menjadi alat 
pembangunan kapasitas, pembelajaran, ekonomi, dan pembangunan sosial di negara berkembang. 
Surabaya (Indonesia) dan Busan (Korea Selatan) merupakan contoh paradiplomasi antara negara 
berkembang dan negara maju dengan fokus wilayah-lokal. Pariwisata merupakan salah satu 
sektor kerjasama antara kedua negara tersebut dan memiliki efek spillover atas pertukaran budaya 
dan juga pada bidang lainnya.  
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Diplomasi merupakan langkah negara dalam mencapai kepentingannya melalui cara-cara 
diplomatis dengan mengutamakan prinsip damai tanpa konflik serta bersifat persuasif 
dalam interaksinya. Diplomasi memiliki fokus sendiri dalam hubungan inter-local 
govermental yakni paradiplomasi; yang dapat melibatkan aktor wilayah suatu negara untuk 
bekerjasama satu sama lain tanpa melalui birokrasi pusat. Aktor lokal atau wilayah seperti 
kota, kabupaten, atau provinsi dapat memiliki peran internasional melalui hubungan 
bilateral langsung. 
 
“The decentralization of political power or administrative responsibilities is a process 
that is studied mostly for its impact on political institutions and public policy. In this 
context, sub-state governments (regional or local) are treated as emerging or 
established actors in domestic politics. This is hardly surprising since regional 
governments are most noticeable for their design and/or implementation of public 
policy within the boundaries of their decentralized territory, and for their interaction 
with the central state.” (Lecours, 2008 : 1) 
 
Umumnya interaksi tersebut dapat dilakukan oleh negara yang menganut sistem 
pemerintahan demokarasi atau federasi, dikarenakan adanya desentralisasi. Desentralisasi 
tentunya secara tidak langsung memberi kebebasan bagi sub-state untuk menentukan 
kebijakan daerahnya secara lebih leluasa. 
 
Paradiplomasi sendiri memiliki pemahaman yang lebih mendalam dalam kerjasamanya; 
dapat berupa studi banding terhadap kebijakan atau berbagai aspek ekonomi. Konsep yang 
selaras dengan paradiplomasi adalah sister-city, konsep tersebut mulai muncul pasca perang 
dingin dan merupakan bentuk keinginan dari masyarakat untuk menentukan tindakan pada 
tingkat lokal dengan menghilangkan batasan-batasan antar negara. Pada perkembangannya 
Villiers (2009) mengatakan, 
“Sister city relationships have evolved from their beginnings as a facilitating instrument of 
international friendship and cultural exchange at the local level, to a powerful tool for 
capacity building, learning, and economic and social development in developing countries.” 
(Franco & Marmelo, 2014 : 78) 
 
Sehingga tidak hanya terbatas pada kerjasama yang berfokus pada pertukaran budaya 
namun dapat lebih progresif ke arah perkembangan ekonomi sektoral dari sub-state, maka 
daerah tersebut tidak hanya dapat bergantung pada pemerintahan pusat sebagai elemen 
utama dalam pemenuhan kebutuhan yang terkadang terkendala panjangnya birokrasi. 
Tetapi pemerintah pusat tetap memiliki peran penting sebagai identitas utama untuk 
menjalin dan mengidentifikasi relasi negara dengan negara lain; sehingga jika antar negara 
memiliki hubungan kurang baik maka akan sangat kecil kemungkinan sub-state di dalamnya 
untuk saling menjalin kerjasama. 
 
Pembahasan ini menjadi penting bagi peneliti dikarenakan sektor paradiplomasi yang 
dilakukan oleh Surabaya beragam, mulai dari pendidikan, budaya, ekonomi, atau beberapa 
hal yang lain, namun sangat sedikit yang membahas mengenai kerjasama Surabaya di sektor 
pariwisata. Misalnya dalam skripsi “Efektifitas Implementasi Pemerintah Surabaya 
Melaksanakan Kerjasama Sister City dengan Busan (2007-2012)” karangan Rizky Pradipta 
Sauwir (2013), yang menjelaskan tentang efektifitas kerjasama di sektor pendidikan. Dalam 
beberapa sumber juga langsung merujuk pada kerjasama ekonomi antara Surabaya dan 
Busan. Sehingga nantinya paper ini akan membahas tentang keberhasilan kerjasama di 
bidang pariwisara antara Surabaya-Busan, yang peneliti menilai tidak dapat dikatakan 
sepenuhnya sukses. 
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Metodologi Penelitian 
 
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti akan berfokus pada sedikit kajian historis 
mengenai kerjasama Surabaya dan Busan. Kemudian penulis akan menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada kajian pustaka yang menyinggung 
mengenai kebijakan apa saja yang dibuat oleh Surabaya dan Busan melalui peninjauan MoU 
(Memorandum of Understanding) dan kedekatan di antara keduanya. Seperti yang dikutip 
dari Christoper Lamont (2015) metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang secara 
umum merujuk pada pengumpulan data yang bergantung pada data non-kuantitatif atau 
penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat didapatkan dengan menggunakan 
prosedur-prosedur numerik. Di sisi lain, peneliti akan sedikit menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif dengan sedikit menyinggung data numerik investasi di Surabaya 
sebagai salah satu efek spillover dengan rentang tahun 2015-2019, namun peneliti tidak 
akan menggunakan formulasi kuantitatif seperti ekonometrika atau sejenisnya sebagai 
pijakan hasil melainkan data tersebut hanya sebagai data pelengkap. Jenis data yang penulis 
dapatkan juga merupakan data sekunder yang merupakan hasil kutipan atau simpulan 
melalui media massa seperti CNN, atau karya tulis ilmiah (skripsi, jurnal, paper, essay) dan 
data numerik dari website resmi Pemerintah Kota Surabaya.  
 
Hubungan Sister-City Surabaya dan Busan 
 
Pada dasarnya, sesuai dengan asumsi pemikiran liberalisme yang berpendapat bahwa setiap 
entitas atau dalam konteks ini suatu negara melakukan kerjasama demi memenuhi segala 
kepentingan nasional negaranya sendiri (Jackson & Sorensen, 2013 : 100). Tentu dalam 
prosesnya memerlukan cara-cara tersendiri untuk mendapatkan apa yang diinginkan suatu 
negara tersebut. Baik melalui diplomasi terhadap negara lain, hingga membentuk kerjasama 
yang bersifat jangka panjang dalam menjaga hubungan baik kedua negara. Diplomasi tentu 
saja hadir sebagai salah satu cara yang bisa dibilang cukup efektif dalam penggunaannya. 
Dengan berbagai macam aliran atau segmentasi terhadap tipe-tipe diplomasi yang ada, 
berbagai macam pula ekspektasi atas hasil yang akan diperoleh setelah melalui prosesnya. 
 
Paradiplomasi mempunyai sisi menarik mengenai bagaimana negara menggunakannya 
sebagai alat dalam meraih segala kepentingan nasionalnya. Paradiplomasi sendiri menurut 
Andre Lecours (2008) dalam jurnalnya berpendapat bahwa paradiplomasi adalah hal yang 
cukup kompleks, hadir dengan empat pembagian dasar yang dimulai dari promotion of 
interest and identity, designing new structures and selecting partners, hubungan 
intergovernmental, hingga pada titik implikasinya terhadap demokrasi, pertimbangan, dan 
juga representasi. Paradiplomasi juga erat kaitannya dengan negara yang menganut sistem 
federasi atau desentralisasi karena pada dasarnya terfokus pada aktor sub-state, dengan 
adanya hal tersebut maka muncul konsep sister-city yang dijelaskan oleh Franco & Marmelo 
(2014) dalam Sister-city Relationship As A Form Of Inter-Organizational Cooperation: 
Eploratory Case Studies in the Portugese Context hadir sebagai bentuk kerjasama antar 
otoritas domestik dengan mancanegara menjadi sebuah fenomena yang sebelumnya telah 
berkembang dan dipahami di Eropa dan selanjutnya mulai dikenal ke penjuru dunia. Hal 
tersebut juga dinilai sebagai hubungan yang penting dan beresensi dengan adanya 
kerjasama ataupun kolaborasi antara komunitas-komunitas, ras apapun, serta agama hingga 
budaya apapun (Afonso, 1998; Cremer et al., 2001). 
 
Kerjasama Surabaya-Busan yang juga dikenal dengan sister-city ini adalah kerjasama secara 
internasional yang memiliki asumsi dasar sebagai kota kembar atau juga kesamaan 
karakteristik kota. Kerjasama dengan model sister-city ini juga pasti didasari oleh kemiripan 
yang ada seperti halnya sejarah ataupun yang lainnya. Kota Surabaya dengan Kota Busan 
memulai kerjasama pada 10 November tahun 1994 yang pada saat itu Surabaya dalam masa 
kepemimpinan Walikota Sunarto Sumoprawiro. Kedua kota sama-sama merupakan kota 
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Metropolitan dengan posisi kedua terbesar di negara masing-masing. Selain itu, yang 
membuat semakin dikuatkan kerjasama ini terjalin adalah kedua kota ini merupakan kota 
pelabuhan, hal tersebut sudah jelas keberuntungan bagi Surabaya untuk bisa belajar lebih 
banyak dengan Busan dalam urusan pelabuhan mengingat Busan adalah kota pelabuhan 
yang terbesar ke-5 di Asia. Kerjasama yang dijalin berdasarkan MoU yang ditandatangani 
dalam Pasal 1 meliputi; (1) Pengembangan pelabuhan kedua kota, (2) Perdagangan dan 
pengembangan ekonomi, (3) Pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, (4) 
Lingkungan hidup dan pengelolaan kota, (5) Transportasi danpariwisata,(6) Peningkatan 
sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi, (7) Bidang-bidang lain yang akan 
disetujui oleh para pihak. 
 
Beberapa fakta yang menandakan masih berlangsungnya kerjasama ini dilansir dalam kanal 
berita sindonews.com oleh Aan Haryono di antaranya dalam bidang pendidikan kedua kota 
ini masih melakukan pertukaran pelajar tiap tahunnya, terhitung sekitar 15 ribu WNI yang 
ada di Busan terdiri dari 3 ribu di antaranya berasal dari Surabaya baik sebagai pelajar atau 
bekerja disana. Bahkan selain pelajar, Surabaya juga mengirimkan guru-guru untuk 
mengenyam pendidikan kembali di kota Busan. Tentu saja kerjasama ini dinilai cukup 
efektif dilakukan oleh kedua kota dan pastinya juga mendapatkan sisi positif yang tidak 
sedikit. Bagi Walikota Tri Rismaharini, kerjasama sister-city antara Surabaya dan Busan ini 
tak lagi berupa kerjasama antar pemerintah tetapi hal ini seakan telah sangat melekat di hati 
warga Surabaya (Haryono, 2019). Dalam sisi pariwisata sendiri juga demikian, tertulis pada 
laman resmi dispendukcapil Surabaya sebagai bentuk hadirnya Surabaya di Busan sudah 
terbangun ikon ternama kota Surabaya yakni patung Sura dan Buaya yang dibawa ke Busan 
oleh kepala Dispendukcapil Surabaya Moh. Suharto Wardoyo pada tahun 2014 bersamaan 
dengan diresmikannya nama jalan Surabaya di kota Busan. Hal ini dapat dinilai sebagai 
salah satu cara Pemkot Surabaya untuk mengenalkan kota Surabaya di Busan yang pada 
harapannya dapat memberikan pengaruh positif terhadap Surabaya seperti halnya 
meningkatnya tourism di Surabaya hingga peningkatan ekonomi Surabaya terhadap 
kepariwisataan ini (Dispendukcapil, 2014). 
 
Meski sejak pergantian walikota hingga sampai pada kepemimpinan Walikota Tri 
Rismaharini, beberapa bidang kerjasama masih dijalankan dengan baik dan memberikan 
pengaruh positif kepada ketua kota. Kerjasama yang dijalin cukup beragam mulai dari 
bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan hingga menyentuh bidang pariwisata. 
Dengan berbagai macam bentuk kerjasama sister-city antara kota Busan dan Surabaya ini 
tentunya dapat memberikan penjelasan sebagai bentuk Paradiplomasi dengan aktor sub-
state sebagai bentuk sarana atau cara pemerintah Indonesia atau Korea Selatan dalam 
memenuhi kepentingan nasionalnya. Karena kembali kepada asumsi dasar liberalisme yang 
mengatakan bahwa setiap entitas atau dalam konteks ini suatu negara melakukan kerjasama 
demi memenuhi segala kepentingan nasional negaranya sendiri (Jackson & Sorensen, 2013 : 
100). 
 
Manajemen Pariwisata Surabaya 
 
Sejatinya pariwisata merupakan sektor kerjasama yang dinilai cukup strategis dikarenakan 
perjanjian yang dilakukan tidak kompleks akan politik. Sektor tersebut juga memudahkan 
bagi aktor sub-state untuk menjalin kepentingan di kancah global dengan mengunggulkan 
sumber daya daerah atau lokal yang memiliki nilai tersendiri. Surabaya juga memiliki 
pengertian sendiri tentang pariwisata, menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 23 
tahun 2012 bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah 
dan pemerintah daerah dan wisata sendiri menurut Surabaya adalah kegiatan perjalaan yang 
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu 
untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 
Paradiplomasi Surabaya-Busan di Sektor Pariwisata Tahun 2010-2019 
Global & Policy Vol.8, No.3, Juli-Desember 2020  50 
yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara, dan wisatawan adalah seseorang yang 
melakukan wisata (Walikota Surabaya, 2012). 
 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2012, Pada Bab II Pasal 2 tentang pembangunan 
kepariwisataan dipaparkan tujuan dari Surabaya membangun kepariwisataan, yaitu; (a) 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya pariwisata wisatawan akan 
berdatangan ke Surabaya dengan tujuan untuk berwisata, banyaknya wisata yang 
berkunjung akan mengundang investor untuk melakukan investasi ke Surabaya, (b) 
meningkatkan kesejahteraan rakyat adanya pariwisata dapat meningkatkan perekonomian 
lokal, (c) menghapus kemiskinan membuka suatu pariwisata baru akan membuka lowongan 
perkerjaan baru juga akan, (d) mengatasi pengangguran, (e) melestarikan alam, lingkungan 
dan sumber daya membuat pariwisata seperti taman tentu akan memanfaatkan alam dan 
lingkungan yang ada di sekitarnya, (f) memajukan kebudayaan daerah, dan (g) mengangkat 
citra diri (Walikota Surabaya, 2012). 
 
Menurut Stange, et al (2013) terdapat standardisasi mengenai apa yang layak disebut 
sebagai pariwisata atau destinasi wisata, beberapa di antaranya adalah; (1) Atraksi  
merupakan daya tarik dari suatu tempat wisata baik dari situs atau destinasi di dalamnya, 
(2) Akses untuk mencapai destinasi atau mengukur kapasitas kedatangan pengunjung dan 
untuk mengeksplorasi atraksi, (3) Aktivitas yang nantinya dapat membentuk pengalaman 
bagi pengunjung, (4) Pelayanan juga memengaruhi bagaimana pengunjung mendapatkan 
pengalaman dan menilai kualitas dari destinasi tersebut, (5) Personil yang berkualitas 
tentunya dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan yang dimaksud, (6) Promosi tentunya 
tidak lepas dari agenda sub-state baik secara langsung melalui paradiplomasi atau tidak 
langsung yang bersifat untuk umum. 
 
Terkait dengan standardisasi kelayakan suatu pariwisata, Surabaya membuat kebijakan 
mengenai pariwisata yang terdapat di Surabaya, diwajibkan segala bentuk pariwisata yang 
berada di Surabaya untuk memperhatikan norma agama, kesopanan, adat istiadat, nilai-nilai 
luhur yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang terkait. 
Selain itu Surabaya juga mewajibkan para pengusaha yang ingin membuat pariwisata harus 
sesuai dengan pengertian Surabaya tentang pariwisata yang telah tercantum dalam 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012, Juga dijelaskan didalam peraturan 
daerah tersebut bahwa Walikota Surabaya memiliki kewenangan untuk menguji kelayakan 
setiap destinasi pariwisata yang sudah ada atau yang akan dibentuk (Walikota Surabaya, 
2012). 
 
Untuk memastikan segala destinasi tujuan Pariwisata yang ada di Surabaya, Surabaya 
membuat Kebijakan dengan kewenangan tersebut, agar setiap pariwisata di Surabaya dapat 
dikelola lebih baik dan dapat dipromosikan juga dipastikan telah memenuhi kriteria sebagai 
destinasi tujuan pariwisata. Peraturan daerah terkait pariwisata ini ditujukan agar 
pembangunan kepariwisataan di kota Surabaya dapat dilaksanakan secara komprehensif 
dan sinergis dengan sektor lainnya, maka diperlukan suatu pengaturan yang dituangkan 
dalam Peraturan Daerah, sehingga dapat menjadi pedoman dan arahan bagi Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha Pariwisata dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan 
pengembangan kepariwisataan di kota Surabaya (Walikota Surabaya, 2012). 
 
Namun pada tahun 2014, Walikota Surabaya membuat peraturan baru yaitu Peraturan 
Perwalian Nomor 25 tahun 2014, dengan judul Tata Cara penyelenggaraan Usaha 
Pariwisata, yang merupakan tinjauan kembali dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 
23 Tahun 2012, peninjauan kembali ini dibuat untuk memudahkan bagi instansi atau 
individu yang ingin mendirikan usaha pariwisata. Di dalam peraturan ini dipaparkan 
ketentuan standardisasi untuk tiap pariwisata yang ingin didirikan agar mendapatkan 
kewenangan untuk mendirikan usaha pariwisata, terdapat 73 jenis pariwisata yang dapat 
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dijadikan usaha dalam lampiran serta dicantumkan himbauan bahwa pariwisata di Surabaya 
harus ditutup pada pukul 10 malam WIB (Walikota Surabaya, 2014). 
 
Pariwisata dan Kerjasama Lebih Lanjut 
 
Surabaya dan Busan merupakan kota dengan pariwisata yang cukup banyak dengan 
keunikan dari masing masing kota, Surabaya terkenal dengan salah satu jembatan 
Suramadu sebagai penghubung Surabaya dengan Madura yang tidak dipungut biaya sama 
sekali untuk melewati jembatan ini, lalu di beberapa bagian di Surabaya juga tidak terlepas 
dari pariwisata terdapat Surabaya North Quay Pelabuhan di Surabaya yang menjadi tempat 
melihat matahari tenggelam disertai keindahan pemandangan, juga terdapat kenjeran park 
pantai yang diubah menjadi taman bermain air, selain itu di Surabaya juga terdapat banyak 
taman di hampir setiap kawasan di Surabaya (Indonesia.go.id, 2019). Surabaya juga 
terdapat banyak wisata sejarah melalui berbagai macam museum yang tersebar, misalnya 
saja; Museum Angkut yang mengedukasi tentang persenjataan dan beberapa kelengkapan 
penunjang tentara Angkatan Laut, Museum Sejarah perjuangan rakyat Surabaya dalam 
mengusir penjajah yang terabadikan di Tugu Pahlawan, atau Museum Bank Indonesia yang 
memberikan gambaran sejarah mengenai perkembangan mata uang Indonesia.  
 
Sementara di Busan terdapat berbagai destinasi pariwisata yang memiliki kesamaan dengan 
Surabaya dikarenakan letaknya di pesisir rupanya berpengaruh pada pariwisata yang 
ditawarkan. Beberapa wisata di dekat pesisir di antaranya; Pantai Heundae merupakan 
pantai yang sangat cocok untuk dikunjungi ketika musim panas tiba dengan pemandangan 
serta ditambah dengan fasilitas seperti aquarium dan restauran, Pulau Dongbaek dengan 
pemandangan bunga camelia dan pepehonan pinus, Pantai Gwangalli dengan pemandangan 
yang lanngsung mengarah pada jembatan Gwangalli, dan jalan setapak di pesisir bebatuan 
pantai. Tidak hanya di sekitar pesisirnya saja, wisata di daratan juga di antaranya; beberapa 
pasar seperti pasar Gukje dan Jagalchi, serta terdapat wisata sejarah melalui Kastil 
Beomeosa dan Gamcheon Culture Village. Di Busan juga terdapat Taman Yeongdusan yang 
terletak berdekatan dengan Menara Busan, di tempat tersebut sering diadakan berbagai 
festival atau program di setiap musimnya(Busan Tourism Organization, 2015). 
 
Bermodalkan kerjasama sister-city yang sebelumnya telah terjalin pada tahun 1994, 
Surabaya dan Busan semakin erat dalam menunjang kepentingan di sektor pariwisata antar 
kedua wilayah. Terkadang kerjasama yang dilakukan tidak bersifat langsung melainkan 
melalui perantara aspek-aspek pariwisata seperti infrastruktur, akses atau transportasi, dan 
promosi. Kerjasama di aspek-aspek tersebut secara tidak langsung memengaruhi sektor 
pariwisata yang kemudian akan menunjang iklim pariwisata di antara sub-state yang telah 
menjalin kerjasama. Mengingat Surabaya dan Busan sudah tidak lagi dikategorikan sebagai 
daerah pedesaan melainkan sebagai kota metropolitan maka target dari turis lokal atau 
mancanegara akan ekspektasi yang diharapkan pasti berbeda. Jika dipedesaan banyak akan 
sumber daya alam yang masih alami dan beberapa pembangunan yang masih minim, maka 
baik Surabaya atau Busan tentu menyesuaikan perkembangan daerah yang sudah masif 
terhadap pembangunan dan pengelolaan pesisir. 
 
Kunjungan Tri Rismaharini ke Busan tentunya mendapatkan pengalaman baik secara tata 
kelola kota atau pembangunan infrastruktur yang memadai. Baik berupa bangunan atau 
beberapa sektor infrastruktur lainnya seperti transportasi massal sebagai akses publik atau 
kepentingan tertentu seperti pariwisata. Dalam praktiknya Busan tidak memberikan bentuk 
investasi langsung, namun akses bagi Walikota Tri Rismaharini tentunya berdampak pada 
pandangan visioner yang ingin diterapkan di Surabaya mengenai tata kelola transportasi. 
Lebih tepatnya hal tersebut merupakan bentuk dari studi banding antara pemerintah kota 
Surabaya mengenai pembangunan ekonomi yang sangat signifikan di Busan dan bagaimana 
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Busan mencoba mempelajari pengembangan ruang terbuka hijau di Surabaya. Dikutip dari 
DMP & PTSP Surabaya, 
 
“Meskipun kerja sama antara Surabaya dan Busan sudah terbangun sejak tahun 1994 
namun, saya senang bisa berkunjung ke sini untuk mengetahui langsung bagaimana 
perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur. Perkembangan Kota Surabaya ini 
cepat sekali. Kami juga ingin mempelajari lebih jauh mengenai ruang terbuka hijau,” 
 
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Suh Byung-Soo selaku Walikota Busan pada saat itu 
di dalam pertemuan pembahasan kerjasama di bidang maritim (DMP & PTSP, 2017). 
 
Kemudian yang tidak kalah penting adalah promosi di antara keduanya; Surabaya tentunya 
memiliki keuntungan dengan adanya jalinan pertukaran tenaga pengajar atau pelajar yang 
secara tidak langsung dapat mempromosikan kota Surabaya. Hal tersebut juga akan 
berdampak baik bagi Busan dikarenakan pengalaman yang didapatkan oleh pengajar atau 
pelajar dapat menjadi pembicaraan di lingkungan masing-masing. Ditambah lagi 
pemerintah Surabaya dinilai rutin dalam mengirimkan pelajar dan anak-anak untuk 
penampilan seni di Busan (Humas Surabaya, 2019). Maka diharapkan untuk kerjasama 
selanjutnya pemerintah Surabaya dan Busan dapat mewujudkan hubungan yang lebih 
progresif di bidang pariwisata terutama pengembangan sektor maritim yang dinilai menjadi 




Pariwisata merupakan kebijakan yang bersifat multisektor yang berarti dapat berpengaruh 
bagi banyak sektor pengembangan di suatu daerah. Dampak tersebut di antara lain adalah 
bagaimana kerjasama yang terus-menerus akan membentuk tradisi diplomatis antar sub-
state yang terlibat, kemudian akan memicu kerjasama di banyak sektor yang lebih 
komprehensif. Beberapa dampak yang kemudian akan berpengaruh bagi aktor 
paradiplomasi (khususnya Surabaya) adalah; (1)Image, kota tersebut secara tidak langsung 
telah menjadi aktor internasional dengan identitas sub-state yang keberadaannya telah 
memiliki panggung tersendiri dan tentunya akan lebih mudah dikenal secara global. (2) 
Ekonomi, secara signifikan perekonomian daerah akan meningkat seiring bertambahnya 
jumlah turis mancanegara dan tidak menutup kemungkinan bahwasannya perekonomian 
melalui produk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) juga akan meningkat. (3) Sosial-
Budaya, hubungan diplomatis sub-state tidak akan pernah melepaskan identitas wilayah 
sebagai sarana diplomasi dan, penambahan turis asing juga akan berpengaruh dikarenakan 
semakin membuka potensi interaksi antar masyarakatnya. (4) Politik, tentunya kerjasama 
yang terjalin antar kedua aktor tidak dapat dilepaskan dari tujuan politis masing-masing 
kota dan hal ini akan memicu aktor sub-state untuk sadar akan politik serta pada akhirnya 
akan membentuk kerjasama dengan aktor sub-state yang lain. 
 
Pertama adalah image, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi di era global 
maka akan sangat mudah untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh aktor sub-state seperti 
Surabaya. Aktifnya Surabaya dalam paradiplomasi juga dibuktikan dengan terbangunnya 
nama jalan Surabaya-Gil di Busan. Dikutip dari detik.com, Kim Soo Il (2019) selaku 
Sekretaris Jenderal TPO (Tourism Promotion Organization) mengatakan, 
 
“Terkenal sekali, karena setiap bus atau transportasi yang lewat dan juga masyarakat 
Korea ada puluhan ribuan yang lewat Jalan Surabaya ini. Jadi setiap saat setiap mereka 
lewat sini mereka teringat akan Kota Surabaya.” 
 
Image tersebut tidak hanya berdampak pada kota Surabaya saja melainkan akan berdampak 
pada pemimpin pada saat itu. Seiring dengan meningkatnya image kota maka kepercayaan 
publik terhadap pemimpin juga akan ikut terbangun. Kim Soo Il juga menambahkan 
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bahwasannya Walikota Tri Rismaharini untuk menjadi Presiden dari TPO for Asia Pasific 
Cities, TPO sendiri merupakan badan internasional yang bergerak di bidang pariwisata yang 
terdiri dari 100 kota anggota, dan kata Kim Soo Il “banyak kota anggota ini menginginkan 
ibu Tri Rismaharini ini menjadi presiden TPO.” (Rozack, 2019) 
 
Kedua adalah ekonomi, di sini dapat dibedakan menjadi dua dampak; secara langsung atau 
tidak langsung dinilai dari interaksi dan aktor yang terlibat. Jika diamati, turis mancanegara 
selain menambah devisa juga akan menambah perekonomian lokal melalui direct payment 
setelah melakukan pembelian barang atau jasa. Namun hal tersebut akan sangat sulit 
diukur; di lain sisi pemerintahan lokal dapat lebih mudah untuk diukur yakni melalui PMA 
(Penanaman Modal Asing) atau investasi asing. Masih berhubungan dengan bagaimana 
image membuat daerah mudah dikenali dan pada akhirnya dapat memicu hubungan 
perekonomian dengan sub-state yang lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2015-2019 total 
realisasi dalam US dollar sebesar $ 197.857.727 dan Rp. 1.436.251.723.821 dalam rupiah. 
Angka tersebut jika dijumlah dapat mencapai total dua triliun lebih dengan total proyek 




























57 Proyek 277 Proyek 
Total 197.857.727 1.436.251.723.821 6.391 
Tabel 1. Data Investasi Kota Surabaya (Sumber : DPM & PTSP) 
 
Ketiga adalah sosial-budaya, sektor ini dipengaruhi oleh berapa banyak dan 
keanekaragaman budaya dari suatu negara dan daerah. Jenis masyarakat yang heterogen 
atau homogen juga memiliki pengaruh terhadap interaksi sosial dan budaya yang akan 
dipresentasikan. Bagi beberapa masyarakat Surabaya sendiri akhirnya cukup sering dalam 
mengadakan festival-festival budaya dan mengikuti genre musik Korean-Pop atau K-Pop. 
Lalu interaksi antara kedua petinggi sub-state memiliki nilai tersendiri sebagai bentuk 
pengenalan budaya, tidak selalu lokal melainkan dapat merepresentasikan budaya nasional. 
Misalnya saja dikutip dari jawapos.com, mengenai permainan angklung yang dibawakan Tri 
Rismaharini di perayaan 25 tahun persahabatan (Ginanjar, 2019); atau acara tahunan yang 
digelar oleh Surabaya yakni Cross Culture Festival yang melibatkan banyak negara dengan 
tujuan sebagai atraksi yang nantinya dapat menarik perhatian turis mancanegara. 
 
Keempat adalah politik, makna politik di sini berbeda dengan politik yang dijalankan oleh 
pemerintah pusat yang berorientasi pada kedaulatan negara, baik dalam penggunaan hard 
power atau soft power. Sub-state dalam konteks paradiplomasi benar-benar hanya 
menggunakan soft power dengan orientasi hubungan baik yang suportif dalam beberapa 
sektor. Pemerintah lokal akan terlibat dalam aktivitas-aktivitas internasional seperti 
tergabungnya Surabaya dalam TPO (Tourism Promotion Organization) bagi kota-kota di 
Asia Pasifik. Dikutip dari detik.com, Surabaya juga aktif dalam melakukan paradiplomasi 
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dengan kota-kota lain di luar Asia Pasifik; misalnya dengan kota Liverpool yang juga sama-
sama mengadopsi identitas ‘sister city’ sebagai bentuk upaya kerjasama lebih lanjut yang 
saling menguntungkan. Hal tersebut diawali dengan kunjungan Wakil Walikota Liverpool 
Gary Millar pada tahun 2017 (Effendi, 2017), lalu kemudian diperdalam melalui kunjungan 
kembali pada tahun 2018 dengan fokus kerjasama pada pengembangan ekonomi kreatif, 
manajemen pelabuhan, smart city, dan peningkatan kualitas SDM (cnnindonesia.com, 
2018). 
 
Evaluasi dan Usulan Kebijakan 
 
MoU kerjasama antara Surabaya dan Busan sejatinya telah terbentuk sejak tahun 1994 dan 
telah berjalan lebih dari 20 tahun dengan beberapa sektor utama; (1) Pengembangan 
pelabuhan kedua kota, (2) Perdagangan dan pengembangan ekonomi, (3) Pendidikan, 
kebudayaan, pemuda, dan olahraga, (4) Lingkungan hidup dan pengelolaan kota, (5) 
Transportasi dan pariwisata, (6) Peningkatan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan 
teknologi. Namun, jika dinilai secara ‘kasat mata’ dari enam kesepakatan tersebut terlihat 
bahwa bidang pendidikan yang sering terlihat masih aktif pelaksanaannya di antara 
keduanya. Bukti lain adalah banyak media-media yang peneliti kutip lebih sering membahas 
mengenai pertemuan antara kepala pemerintahan masing-masing kota yang terkesan 
sebagai bentuk ‘formalitas’ untuk menjaga hubungan baik yang sebelumnya pernah terjalin 
atau sekedar hanya meneruskan saja. Kesuksesan paradiplomasi juga tentunya berdasarkan 
tercapai atau tidaknya hal tersebut seperti yang tercatat dalam MoU. Evaluasi dinilai 
menjadi sangat penting, setidaknya terdapat agenda berapa tahun sekali untuk membahas 
dan mengkaji seberapa relevan atau tidaknya kerjasama dalam suatu sektor yang telah lama 
berjalan. 
 
Surabaya yang notabene-nya merupakan kota metropolitan dengan masyarakatnya yang 
mulai berfokus di sektor industri dan jasa, menjadi tidak memungkinkan bagi Surabaya 
untuk mempromosikan wisata Surabaya dengan tema seperti back to nature atau wisata 
alam seperti di pedesaan. Dalam hal ini Surabaya harus mengemas pariwisata dengan ciri 
perkotaan, dengan menekankan sisi budaya melalui teater atau galeri seni dan nilai-nilai 
sejarah melalui destinasi sudut-sudut kota yang memiliki nilai sejarah tinggi dan museum 
(Popescu &Corboş, 2010 : 70-71). Pengelolaan daerah pesisir seperti Kenjeran, dan wilayah 
Hutan Bakau (Wonorejo dan Gunung Anyar) juga perlu dirapikan kembali agar terhindar 
dari sampah dan kebersihan tetap terjaga; sehingga nantinya dapat berpotensi menjadi 
wisata alam di daerah pesisir atau perkotaan. Di sisi lain Surabaya juga memiliki potensi lain 
melalui aliran-aliran sungai atau biasa disebut kali, yang di antaranya; Sungai Mas, Sungai 
Jagir, Sungai Branjangan, dan Sungai Greges. Sungai-sungai tersebut dapat dikembangkan 
menjadi transportasi air sebagai alternatif transportasi wisata atau distribusi logistik. 
 
Pengembangan transportasi air di Surabaya juga perlu dipehatikan oleh pemerintah kota, 
dikarenakan sungai-sungai di Surabaya dinilai telah tercemar oleh limbah industri dan 
limbah domestik dari pemukiman yang tanpa diolah terlebih dahulu; hal tersebut 
diperburuk ketika hujan turun yang mengakibatkan peningkatan konsentrasi TSS (Total 
Suspended Solid), BOD (Biological Oxygen Demand), dan COD (Chemical Oxygen 
Demand) (Yudo & Said, 2019 : 21-22). Maka Surabaya dapat memiliki orientasi baru dalam 
bidang pariwisata melalui pembangunan transportasi air dan revitalisasi atau normalisasi 
sungai dengan Busan, salah satunya melalui investasi. Di sisi lain, pemerintah kota juga 
perlu untuk mengadakan kerjasama pertukaran budaya yang berarti baik dari Surabaya atau 
Busan membuka kesempatan kepada masing-masing kota untuk mengadakan pameran 
budaya. Kebersihan lingkungan juga tetap harus dijaga agar Surabaya menjadi tempat yang 
nyaman bagi wisatawan, khusunya dari Busan serta kontrol terhadap arus transportasi agar 
tidak terjadi kemacetan dan penambahan transportasi umum. Namun, salah satu yang perlu 
diapresiasi dari pemerintahan Surabaya adalah adanya Surabaya Cross Culture 
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International Folk And Art Festival, sebagai bentuk ajang promosi bahwa warga Surabaya 
terbuka terhadap wisatawan asing; dalam hal ini pemerintah Surabaya juga dapat 




Sejatinya paradiplomasi merupakan interaksi antar sub-state dengan orientasi yang sangat 
berfokus pada pengembangan sektor ekonomi dan pengembangan wilayah. Dalam konteks 
hubungan Surabaya dan Busan dapat diidentifikasi bahwa telah menerapkan konsep Layer 1 
dan Layer 2; (Layer 1) Paradiplomasi dalam konteks permasalahan ekonomi dengan 
tujuan untuk membangun kehadiran dalam konteks internasional agar dapat memikat 
investasi asing, perusahaan asing ke daerah tersebut, dan target pasar untuk ekspor. Dalam 
hal ini, paradiplomasi hanya berfokus pada ekonomi global. (Layer 2) Paradiplomasi 
dengan melibatkan unsur kerjasama (budaya, pendidikan, teknologi, dan bidang lainnya). 
Cakupan paradiplomasi dalam konteks ini dinilai cukup luas dan tidak hanya berfokus dari 
segi keuntungan ekonomi saja (Lecours, 2008 : 2-3). Kerjasama tersebut sejatinya sangat 
berkembang pesat di era kepemimpinan Tri Rismaharini karena berbagai macam kerjasama 
sangat berkembang pesat terutama di bidang budaya dan pendidikan. Namun pariwisata 
juga tidak menutup kemungkinan dijadikan modal kerjasama paradiplomasi, dilansir dari 
tempo.co bahwasannya pada tahun 2018 Surabaya mendapatkan penghargaan Yokatta 
Wonderful Indonesia Tourism Awards mengalahkan kota Bandung dan Denpasar 
(Nariswari, 2018) 
 
Namun dalam praktiknya Surabaya dan Busan dinilai kurang progresif di dalam sektor 
pariwisata, beberapa hal tersebut dikarenakan pertemuan yang dilakukan beberapa kali 
sangat berorientasi terhadap ekonomi yang merupakan komponen layer 1. Implementasi 
yang dilakukan juga masih berbentuk semacam studi banding dan promosi yang bersifat 
tidak langsung seperti pembangunan beberapa ikon di Busan, pertukaran pelajar, atau 
kegiatan rutin dalam memperingati hubungan kedua belah pihak. Maka dari itu Surabaya 
harus lebih progresif dalam menghimpun beberapa hal yang menunjang pariwisata daerah 
dan mendiskusikan secara komprehensif dengan pemerintah Busan. Selain itu diskusi 
mengenai respon terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak terduga juga perlu untuk 
dijadikan agenda tahunan, mengingat bagaimana sekarang terdapat wabah Covid-19 yang 
tentu akan memengaruhi kerjasama di antara keduanya. Mengingat Surabaya merupakan 
kota di dalam negara berkembang paradiplomasi diharapkan untuk dapat menciptakan 
masyarakat industri ke depannya sehingga nantinya akan menguntungkan bagi regional 
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